LEMBARAN DA: RA” KABLDATEN KONAWE

NOMOR 40 TAHUN 2007

e D e

Mengingat

Menimban

4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE

W
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NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTAKNG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

bahwa irigasi adalah sebaga:r salah saiu sekfor pendukung
keberhasilan pembangunan daerah dibidang perianian, seita
aalam rangka menunjang ketzhanan pangan dan mendukung
peningkaian pendapatan petani, maka perlu meningkatkan sistem
penge‘oha;r ingast dalam wilayan Kab. Konawe;

bahwa berdasarkan oerambangm sebagaimana dimaksud pada
nu.rur & tersebut diates, ineks dipandan periu diatur daiam
Peraturan Daerah .

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi {Lembaran Negara RI
Tahun 1359 Nomor 74, Tamhahan Lembaran Negara Ri 1622}
Undang-Undaiig P\.omcl 5 Tahun 1560 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lernbaran Negara Tzhun 1860 Nomor 104,
Tanibahan Lembaran Negara Nomor 2043);
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Undano- u.xdang Mo"‘-f)r 23 Tahun 1997, ‘entang
Pengeinfacn fingkungan Hidup
T“hu'} 1467 l'or.n, §9, l'ambai <n Lembara: Negara

Nomor 369<):;
Unoang -updang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber
Daya Air {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4339);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambatian Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4493) yang telzh ditetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Neqgara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548):
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan aniara Pemerintah Pusal dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lainbaran Negara iNomaor 44358);
Peraturan Pemerintah Nomior 14 Tahun 1967, tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintaii i 3idang
Pekerjaan Urnum Kepada Daereh (Lembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3487
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tembahan Lembaran Negara Rl Nomor
3952);
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. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wil

. Peraiuran Pemeriniah Nomor 26 7

FPerubahan Nama Kasupzien
Kabupaien Konawe (Lembaran
Norior 103);

. Peraturan Pcmenrtah Nomor 82 Tzhun 2300 tentang

Pengelotaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153};

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tzhun 2006, tentang

Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 35);

. instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1969, tentang

Pelaksanzan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Arr
dan Pemeiiharaan Jaringan Irigasij;

. Instruksi  Presiden No. 2 Tahun 1984, tentang

Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A};

. Instruksi Presiden Nomeor 3 Tahun 1999, tentang

Pembaharuan Kebijckan Pengeloiaan irigasi;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tanun 1898,

tentang Pemberdayaan Perkumpuian Petani Pemakai
Air (P3A);
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No. 529:KPTS/M/2001, tentang Pedoman Fenye a'r
Kewenangan rfengeloizan lrigasi kepada Petani
Pemakai Air;

1. Keputusan Menteni Daiam Negen Nomor 5C Tahun

2001, tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpuian
Petani Pemakai Air;

. Kepitusan Menten Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor KEP-14M.EKON/12/2001, fentang Arahan
Kebijakan Nasiona! Sumber Daya Air;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003

fenfang Fedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan
Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi
dan Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.02/2003
tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengeiolzan lrigasi
Kabupaten / Kotg;

L



22 Peraturan Dazerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun
2000 tentang ?\C\‘vcu""r'"" Femenniah \wua) 2n
Kand-d sebagai Deerah Ofonom (Lembaran Uasrah
Tahua 2030 Nomar u4,...

23. Peraturan Dacrah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun
2000 secagaimana ielah  diubah tferaknir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Neme: 13 Tahun
2005 tentang Pembentukan, susunan Oragnisasi dan
Tatc kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAV/E

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  KONAWE

TENTANG IRIGAS!

RPAR |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1§

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

4

.

B

R oh

Pemerintah Puszt yang selanjuinya discbut Pemerintah, adalah Perangkat
Negara Kesatuan Repubiik Indonesia yang terdiri Presiden beserta para Menteri.
Pemerintah Provinsi 2dalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Daerah adalah Kabupaten Konawe.

Pemerintah Daereh adalah kepala daerah beserta perangkat daeran sebagai
unsur penyelenggara pemenniahan daerah.

Bupati adalah Bupati Konawe

Dinas ada'.h Dines Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Konawe.
Kepala D' as adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kabupaten Konawe.
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Pihak yang berwenang adalah Pejahat yang dituniuk oieh Kepate Daerah , yang
perfindax untuk dan atas pama lepala Daeran.
Sumber Days Air adaleh air, sumter 27 dan caya air yary terksnoung i
daizrnya.

Air adalah semua air yang terdapat pada. di atas maupun & bawzh permukaan
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanan. air hujan, gan air
laut yang berada di darat.

Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat
pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.

Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air danfatau sumber air yang
dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan
manusia serta fingkungannya.

Iigasi adalah usaha penyediaan, nengaturan, dan pembuangan air untuk
menunjang pertanian.

Jenis-enis Irigasi meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah,
ifigasi poinpa dan irigasi tambak.

Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, perkebunan,
perikanan air tawar, perikanan air payau, dan peternakan.

. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah vang mendapat air dari satu jaringan

irigasi.

. Daera Irigasi Pemerintah adalah daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha

atau daerah irigasi lintas provinsi, linias negara,dan strategi negara nasional.

. Daerah lrigasi Provinsi adalah daerah ifigasi yang luasnya iebih dar 1.000 nha

sampai dengan 3.000 ha stau daerah irigasi kurang dari 1.000 ha yang bersifat
iintas xabupateskola.

. Daeran Irigasi Kabupaten adalah daerah ingasi yang luasnya kurang dari 1.000

ha dan berada dalam satu kabupaten.

. Jaringan adalah saiuran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang

merupakan satu kesatuan yang diperiukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari
penyediaan, pengambilan,pembagian.  pemberian,  penggunazn,  dan
erabtiangannya.

Jaringan Primer dan Jaringan Sekunder adalah jaringan irigasimulai dari
bangunan utama,saiuran induk/primer, Saluran sekunder, dan saiuran
pembuangannya, bangunan pembagi. bangunan sadap. serta bangunan
pelengkapnya, termasuk sumur dan instalasi pompa dalam jaringan irigasi air

N
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’9“'&?‘ atay ban mixro, antara iain
2sl ietes, inga si g
U uagan A Tan h adalah suanw wilayah yarg dibsiasi oieh batas
hidrogeologis, tempat semus vejadian  higrogeolegs seperli  Drosss
sengimbuhan.pengaliran, dan pelepasan air tanah i langsung.
. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigesi yang dibangun dan dikeiola oien

masyarakat desa.

(. Jaringan Irigasi Air Tanah adaiah jaringan irigasi yang bersumber dari air tanah,

mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanan
termasuk bangunan didalamnya.

. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana

pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier.saiu
kuarter dan caluran pembuang,berikut bangunan pelengkapnya termasuk salu
ifigasi air tanah beserta bangunan didslamnya atau jaringan pemberi daa m
ingasi mikro,antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lai
sebagainya.

. Saluran lrigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai

setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.

. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoieh air irigasi.

Petak Tersiei adaiah kumouian petak sawah yang merupakan kesatuan dan
mendapatkarn 2ir irigasi meialui catu jaringan tersier.

9. Penyediaan Air Irigasi adalah panenfuan volume air per satuan wakiu. yang

dialokasikan dani cugtu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan
waktu, jumiah dan mutu sesuai kebutunan uniuk menunjang peranian 'are
keperiuan lainnya.

Pembagian Air Ifgasi adalah keaiatan membagi air ai bargunan pembagi air
dalam jaringan primer dan jeringan sekuncer.

{. Pemberian Air Irigasi adalab xegiatan menyalurkan air dengan jumlah ferieni

dari jaringan primer atau jaringan sekunder.
Pengaunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk [2han perianian
rada saet diper rukan.

. Drainase adaiah pengaiiran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan

iagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

34. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antare pemerintah
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kabupaten dengan perkumpulan petani pemakal air tingkat da.ral
pemakai jaringan irigasi untuk keperiuan iainnya.
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5. Forum Koordinasi Daerah frigasi adalzn sarana koicuiiasi dan komunikasi dari

dan antaiz perkimnwan petani per=vai ar petugas pemenntah cosian <€na
pemakal jeringan irigasi untuk kepeduan ianava, Gaie 7angiz pengeloaan

rigasi yzng jeniugannya berfungsi muituuna pada suatu daeran rigast vang
dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

. Petani Pemakai Air adalah semuz petani yang mendapat nikmat dan manfaat

secara langsung dari pengeiolaan air -iani jaringan irigasi termasuk irigasi pompa
yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah. Penggarap/penyakap,
pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi
fainnya.

Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah istilah
umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah netani pemakal
air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air
sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A

adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumiah P3A yang
memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan
pada daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.

. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air iwoi Nunulai yang selanjutnya disingkat

IP3A adalah istich umum untuk wadah keiembagaan dari ssjumiah GP3A atau
P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam
pengeiotaan pada suatu daerah irigesi atau satu sistem daerah ingasi atau pada
tingxat induk/primer.

luran  Pengeloiazn frigasi adalah iuran yang dipunguf, disimpan, dan

cimanfaatkan oieh P3A, GP3A dan 'P3A secara otonom dan ransparan untuk
penyelengoaraan tugas dan kewajiban seria hiaya pengelolzan irigasi.

. Pengembangan Jaringan Ingast adalah pembanguran jeringean irigasi oaru dan

atau peningkatan jaringan irigasi.

'~ Sistem Irigasi meliput prasarana irgasi, manajemen irigasi, institusi pengelola

ingasi dan sumber daya manusia.

. Pembangunan Jaringan irigasi adaizh seiurun kegiatan ponyediaan ianngan

irigasi di wilayah tertentu vang beium ada iaringan irigasinya atau penyediaan
jaringan irigasi untuk menambah iuas areal pelayanan.

14. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan
. janng

mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irfgasi guna
meningkatkan fungsi dan pelayanan ingasi.

%
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Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas keseimbangan sosial, ekonomi

engelolaan  laringan  lrigasi a%atah !fegiéfaf' yang melipufi operasi

pemehinciaan San rehabilitast iaringan iig

Peigembangan dan Pengeloiaan LL«;«-JSE ?’aé“‘if’“"*” adaiah penveiengeal
asi be ""“s veran serta petani sejak pemusiran awe San P

pengambiian keputusan, dan pelaksanaan ¥eg iatan pada tahap perencanaar,

pembangundn, peningkatan, operasi dan  pemeinaraan, rehshiliias

pengamanan dan korservasi.

. Operasi Jaringan Irigasi adalah upay= pengaturan air pada jaringan irigast yang

meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya
termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana
tata tanam, menyusun sistem golongan, mcmu;n rencana pembagian air.
kalibrasi, pengumpulan data, pemantauan dan gvaluas.

Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk menj jaga prasarana jaringan
iigasi selalu dapat berfungsi dengan bak guna pe{axsanaan operasi dan
kelestariannya.

_ Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulang!

terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang dncebﬂbkan oleh daya rusak arr,

hewan. alau manusia guna memperiahankan fungs! jaringan ingas.

50. Renabilitasi Jaringan lrigasi adalah  kegiatan per rbai ka 1 jaringan ifigasi guna

mengembalikan fungsi dan pelayanan irigast seperti semula.

. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencateianipendataan kondisi dan

perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.

72. Pengelolaan Aset lrigasi adalah kegiatzn proses yang terstruktur dan ﬁao«

dievaluasi untuk perencanaan pemeliharaan dan inve ansiasi prasarana nigasi
gquia mencapai tingkat pelayanan yang ditstapkan dan berkelanjutan bagi
pengguna dengan peinbiayaan penceiolaan seafisien mungkin.

Pasal Z

1, >
eknis,

s, ek
efisiensi, efekiivitas, dan berkelanjutan, keadilan kemandirian, Tansparan nsi dan
akunizbilitas publik.

Pasal 3
Irigasi diselenggarakan “engan tujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang
pertanian secara terpadu. dan berwawasan lingkungan.

A:mhor € mier Sogian Hukum



Pasal 4

i s e T 1 . LS Aarian Aalam -
irigasi berfungsi unluk :ozndukung peninckalan arodoksi pertanion Galam 1angna

Letahanan pangan dan kese,ahteraan masyarakalknusts nya petan.
BAB i
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN IRIGASI AN
¥Ct EMBAGAAN PENGELOLA IRIGAS!

Bagicn Pertama
Pengembangan dan Pengelolaan irigasi

Pasal 5

(1) Pengembangan  dan pengelolaan  irgasi diselenggarakan ~ dengan
mengutamakan kepentingan petani dan mengikutsertakan petani dalam
keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya;

(2) Untuk menczpai pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana
dimakstd pada ayat (1), dilakukan pemberdayzan P3A  secar2
berkesinamburgan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis
dan pembiayazn.

Fasal

~eniamin terselenggaranya pengemeagan dan nengelciaan irigasi yang

efisien dan efekiif serta dapat memboerikan manfaat yang sebesar — hesarnya
kepada petani, pengembangan dan pengeicidan irigasi yang dilaksanakan
dengan mengoptimalkan pemaniazian air hujan, 2if permukaan, arr tanah
secara terpadu dan mengutamakari aif permukaari;

(2) Penyelenggaraan dan pengembangan dan pengelolaan iigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanaxan dengan prnsip Salu sistem irigas! satu
kesatusn pengembangan dan pengeloiaan,  dengan memperhatikan
kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

(3) Penyelanggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan
melib=tkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan

Srinacin ifinac vann antimal
alll's{‘l] ")3()\)‘ }u"‘:’ UVUHIUI.
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maksinal;
Keberanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dengan dukungan keandalan air inGosi dan prasarang ingasi yang bak serta
peningkatan pendapatan petan: dari usahz fani;
Keandalan air irigasi sebagaimana dimiaksud pada ayat (2) dapat diwujukan
dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, jaringan drainase yang
memadai, mengendalikan kualitas air, dan memanfaaﬁ(an kembali air drainase.
Prasarana irigasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan
malalui  perencana, pelaksanaan konstruksi, kegiatan operasi dan
pemeliharaan sesuai norma, standar, pedoman dan manual yang beriaky;
dntuk mendukung penmgvkdtan pendapatan petani ¢ari usaha tani sebagai
mana dimaksud pada ayat (2) Pangembangan dan pengelolaan irigasi
dilaksanakan sejalan dengan diversifikasi tanaman modernisasi usaha tani.

Bagian Kedua
Kelembagzan Pengelolairigas
Pasal &
Uniuk menjamin terselenggaranya penseloiaan irigasi sebagaimana dimaksud
pada pesal 5 ayal {1) duwayahn keterpaduan dan keserasian hubungan
serta bndaxan diamtara lembage Pengalola ingash:

Lc ibaga Pengelola irigasi )c"}q dimaksud ayat (1* meliput instansi Pemerintah
Jaeran, P3A atau Pihak Lain yang kegigiannya berzitan dengan pengeiolazn
irigasi, sesuai dengan kewena angannyz Galam perencanaan, pelaksanaan
konstruksi, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan

pembiayaan janngan irigasi;

Fct nt Pc""c-\al Alf wajib me nbertuk perkumpulan pelani pemakal air pad
tingkat Petak Tersier atau Desa dan dapat yemo;nm sampai {ingkat daerdh

inigasi sesuai dengan kebutuhan

Untuk mewujudkan pengelolaan irigasi partisipatif Bupati mbentuk dan

menetapkan Komisi Irigasi;
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rerekoinendasikan orioritas aickasi dana pengelolaan irigasi

Dalam rangka koordinasi pengeiolaan di gaerah irigasi yang jaringan utamanya
berfungsi multi guna dapat dibentux Fcrum Koordinasi Daerah lrigasi yang
anggotanya terdiri dari pihar terkait secaia partisipatf,

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah mefiputi :

Menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi
berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dan
provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;

Melaksanakan tugas pembantuan pengembangan dan pengeiolaan daerah irigasi
pemerintah dan etau daerah irigasi provinsi;

Melaksanakan pengembangan irigasai primer aan sekunder pada daeran irigasi
kabupaten;

Melaksanakan pengelciaan irigasi pada daerah ingasi kabupaten;

Mermben izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk ingasi yang terletak
di wilayah kabupaten;

Meniaga efisiensi, efektivitas can ketertidan pelaksanaan pengembangan dan
pengelotazn irigasi pada daerah ingasi kebupaten;

Memfasitasi penyelesaian senketa antar Gaera irigasi yang berada diwilayah
satu kebupaten dalam pengembangan dan pengelotaan ifigasi,

tdemberikan bantuan kenada peiani dalam pengembangan dan pengelolaan
irigast yang meniadi tanigguig jawab pelani atas permintaannya,

Membentuk komisi irigasi:

Melaksanakan nemberdayaan P3A ;

Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau
pembcngkaran bangunan atau jaringan irigasi primer dan sekunder untuk
keperiuan selain irigasi pada daerah irigasi dalam wilayah satu kabupaten.

[T
pasad
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Pasal 10

Wewenang dan tanggung iswab permen:itah Gesa meliput

a. Melaksenaxan pengelolaan irigas. yang Gibengun oleh pemennia’ desg,

b. Menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiben pelaksanaan pengelolaan irigast
yang menjadi kewenangannya;

: ) :
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Wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani melalui P3A meliputi :

a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;

b. Menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan jaringan
irigasi tersier yang menjadi tanggung iawabnya;

¢. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau
pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi tersier untuk keperluan selain
ifigasi.

BAB ili
PENYELENGGARAAH iRIGAS! PARTISIPATIF DAN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELCLA (RIGASI

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Irigasi Pariisinatif

Pasat 7

(1)  Pengembangan dan pengeloiaan irigasi partisipatf diselenggarakan di seluruh
daerah irigasi baik yang dikeiola oleh pemerintan daerah, badan usaha, badan
sosial dan persesrangan dengan mengikut seftakarn petani secara aktf,

(2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif dimaksudkan untuk
meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dar kemampuan P3A

dalam rangka meningkatkan efisiensi, efekfivitas dan keberlanjutan sistem
irigasi;

Author € man Bagicn Hukum -
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(3) Dalam pengembangan dan pengeloiaan irigasi yang menjadi tanggung jawab

petani pemerinian daerak dapat membantu afzs pomiintaan petani;
(4)  Kekutsertaan peiani set>geimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan secer
bertahap dan ditingkatkan sesual dengan peisembangan kemampuan petan:
(6)  Ketentuan dan tata cara pemberian bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud ayat (3) diatur iebih iznjut dengan Peraturan Bupat.

o

Pasal 13
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yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) diatur lebh. lanjut melalui Peraturan Bupat

Bagian Kedua
Pemberdayaan Lembaga Pengelola Irigasi

Pasal 14

(1)  Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui penguatan dan
peningkatan kemampuan P3A;

(2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan
Nasional fentang pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

(3)  Pedoman pemberdayaan P3A diatur lebin lanjut melalui Peratran Bupati.

Fasal 15

(1)  Pemerintah Daerah sesual dengan kewenangzannya melaksanakan penelitian
dan pengembangan teknologi daiam bidang irfigasi;

(2) Pemerintah Daerah mendorong dan menciptskan kondist yang mendukung
unfuk meningketkan peleksanaan peneliian dan pengembangan teknolog!
dalam bidang irigasi oleh masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah memfasiitast perlidungan hak penemu dan temuan
teknologi dalam bidang irigasi dengan Keputusan Bupali sesuai
kewenangannya.

pot
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BABIV
POLA PENGATURAN AIR IRIGAS!

Bagiar. Pertama
Hak Guna Airlrigasi

Pasal 16

Hak guna pakai Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat paca sistem irigasi yang
sudah ada diberikan kapada P3A di setiap daerah irigasi oleh Bupat;;

|zin alokasi air untuk pengembangan irigasi pada sistem irigasi baru atau irigasi
yang sudah ada diberikan oleh Bupati berdasarkan permmohonan dari
pemrakarsa pengembangan sistem irigasi;

Berdasarkan izin alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupat
memberi hak guna pakai air kepada P3A, setelah jaringan irigasi siap
berfungsi;

Pemberian hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2)
dituangkan daiam bentuk surat ketetapan yang dilengkapi dengan daftar luas
pelak tarsier;

Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaxsud pada ayat (1)
pembagian dan pemberiannya dilakukan oleh: pelaksana pengeiolaan irigasi
sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak fersier;

{(6) Hak guna usaha air untuk irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada diberikan
oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pengeloia ingasi;

(7) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat {4) diberikan dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya;

(8) Pemerintah Daerah tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat
setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan penggunaan air
irigasi, sepanjang tidak bertentangan dengan kepeningan nasional dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Author © men Bagian Hukum 14
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Pasal 17

Aokasi air yang ditetapian dalam hak guna pakai mauoun hak guna usaha air
dapat ditinjau kembali apabila persyaraian yang dijadikan dasar pemberian izin
dan atau kondisi ketersediaan air mengalami perubahan kualitas dan kuantitas;
Hak guna pakai dan hak guna usaha air unfuk irigasi diberikan berdasarkan
ketersediaan air dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang -
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, seita dapat
diperpanjang;

Persyaratan pemberian izin hak guna air untuk irigasi akan diatur lebih lanjut
melalui Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 18

Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produksi perfanian yang
maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya;

Rencana penyediaan air irigasi sebagaimana pada avat (1) didasarkan pada
prakiraan ketersediaan air yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencaria
tata tanam,

Dalam penyediaar: air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, penierintah
daerah mengupayakan opfimasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi dan
antar daerah irigasi.

Pemerintah Daerah mengupayakan keandalan ketersediaan, pengendaiian dan
perbaikan mutu air irgasi.

Paszi 19

Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat
(2 disusun cleh Instansi terkait berdasarkan usulan P3A;

Rencana tata tanam yang disusun oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oieh
Bupati.
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Pedoman rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pade 2yat (1) ditatapkan
sleh Bupati melalii kcordinasi denaan leimbaga pengeiola ingasi.

Fasal 20
Rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap deerah ingzs! disusun oleh
Dinas Kimpraswil;
Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetujui oleh komisi irigasi sesuai dengan kebutuhan air irigasi yang diperiukan
berdasarkan usulan P3A;
Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh: Bupat.

Pasal 21

Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian agar sesuai dengan
rencana tahunan penyediaan air yang teiah ditetapkan, pemerintah daerah
mengupayakan penyediaan tambahan air dari berbagai sumber dengan
memeprhatikan kelestarian lingkungan,

Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksua nada ayat (1)
tidak terpenuni, Bupati menetapkan kembeli rencana pembagian air para
pemegang hak guna air irigasi sesuai dengan asas keadian dan
keseimbangan.

Bagian Keliga
Pembagian, Pemberian dan Fenggunaan Air irigasi

Pasal 22

Rencana pembagian dan pemberian 2ir irigasi disusun oieh Dinas Kimpraswil
herdasarkan rencana tahunan penyediaan air ifgasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini;

Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud
nada avat (1) disepakati oleh komisi irigasi sesuai dengan hax guna air irigasi
vang telah ditentukan atau kebutuhan air irigasi yang diperiuxan berdasarkan
Lsulan P3A;

TR
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Rencana tahunan Pﬂmbag:an air #gesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditrtapkan oleh Buwat;

Pemberian ar irigasi ke petak tersier harus dilakukan meialui bangunan sadap
yang felzh ditetapkan dalam rencana teknis ;

Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jaringan irigasi yang
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati melalui
Dinas Kimpraswil ;

Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada avat (1) bagi jaringan irigasi yang
menjadi tanggung jawab masyarakat petani ditetapkan oleh P3A,

Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan
bagi dan bangunan sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan
papan operasi;

Pasal 24

Penggunaan air irigasi hanya diperkenakan dengan m ,\.laarml' air dar saturan
xuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P2A
Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industn yarg telah
mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangen yang dbereku diatur dengan mengutamakan tznaman pangan |
Apabhila debit air tidak mencukupi univk dapat memenuhi keperluan tanaman
industri dan tanaman lain secara versama=n dan merata, maka penggunaan air
diatur secara bergilir yang ditetapkan dergan Peratu: cn Bupatl.

Bagian Keempat
Penggunaan Air untuk Keperluan Lainnya
Pasal 25
Air dan iarinaan inaaci danat dinarainaikan tanna i7in vana henwanana dalam
Ul vwunt Jullllvull ulvuul uut./ug UIH\:!SUIIUI\UII Lullr.lu e ]u|l3 [SAS4) "VIIUIIB ACLEI RN
hal-hal
a. Memenuhi kebutuhan pokok sehan-hari ;
17
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¢. Lalulintas air yang bukan komersi;
d. Penangkapan ikan;
e Memoer minum dan memandikan ternak pada teinp st s g dilentukan.

asir, kerikdl, baiu pada jaringan idgasi dzlam rzngka  Kepenungan
pemeliharaan menurut tata cara yang ditetackan oleh Dinas Kimpraswil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang benzki,

Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan dengan izin yang berwenang
dalam hal budidaya perikanan air tawar;

Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini
hanya dapat difakukan dengan cara yang tidak menghambat afiran, tidak
mengurangi debit air dan tidak mengubah sifar air serta menurut kaidah teknik
irigasi.

Bagian Kelima
Drainase

Pasal 26

Untuk mengatur air secara taik yang memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan
pertanian, maka pada setiap pembangunan jaingan irigasi periu dilengkapi
dengan pembangunan jaringen drainase yang merupaxan satu kesatuan
dengan jaringan ifigasi ;

Air irigasi yang disalurkan kembtali kesuatu sumber air melaiui jaringan drainase
harus dijaga kuaidasnya dengan upaya penceganan pencemaran agar
memeanuhi syarat-syerat kualitas tertentu berdasarken peraturan peruncang-
undangan;

F3A dan masyarakat wejib ikut seria menjaga kelangsungan fungs! jaringan
drainase.

18
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Bagian Keenam
Penagunazan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 27

Sefiap pemakai air yang menggunakan langsung air untuk irigasi langsung dari
sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati;
Sefiap pemakai air yang menggunakan air irigasi langsung dari cekungan air
tanah untuk kepentingan perorangan harus mendapat izin dari Bupati sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang beriaku.

BAB V
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 28

Pembanqunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk
pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi
diwilayah sungai yang bersangkutan ;

Rencana induk pengembangan irigasi diwilayah sungai sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) disusun herdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan
rencana fata ruang wilayah dengan memperhatikan pelestarian sumber daya
air dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Rencana induk pengembangan irigasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun berdasarkan hasil konsultasi publik yang melibatkan instans: sektoral,
pemerintah dasrah, masyarakat petani dan pihak lain yang terkait,

Demerintan Dasrah sesuai dengan kewenangannya bertanggungkawat daiam
pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder;

Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab
masyarakat petani yang bersangkutan;

Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan
jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah



()

dapat membaiitu Pembangunan jaringan yang bersangkutan, berdasarkan
peimintaan Jar P2A de;n:,%n memperihat-an pnnsip xemandinian;

Badan usaha, bajan sosial, perseroan dan pemaka’ air inigasi t
lainnva yang menanfaatkan sumber air atau jaringan irigasi yang sudah ad
dapat membangun jaringannya sendii herdasakan rencana mcuk
pengembangan irigasi seteiah mendapet izin dari Bupati ;

Pembangunan jaringan irigasi baru dilaksanakan secara partisifatif dan
berdasarkan norma, standar, pedoman yang berlaky;

Sefiap pembangunan jaringan irigasi baru harus dilengkapi pedoman operasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi yang bersangkutan.

—:‘ i KQDG" 2n

Pasal 29

Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air untuk keperiuarn
lainnva sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dapat melaksanakan
pembangunan jaringan irigasi untuk keperiuannya setelah memperoleh izin
pembangunan jaringan irigasi dan penggunaan air dari Bupati ;

Pedoman tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Pembangunan jaringan irgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di'aksanakan sesusai norma, standar, nedoman dan manual serta dengan
persetujuan dan supervisi oleh Pemerintah Caerah

Bagian Kedua
Peningkatar Jaringan Irigasi

Pasal 30

Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk awal;
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam
peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder ;

Peningkatan jaringan irigasi tersier dan saluran irigasi air tanah beserta

bangunan didalamnya menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat petani

yang bersangkutan ;

Dalam hal masyarakat petani idak mampu melaksanakan peningkatan jaringan
ifigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, perierntah daerah dapat
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membantu peningkatan jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan
dari P3A dengan mempernaliken prinsip ke .ondinian;

Bacdan useha, badan sosial, persecrangan dan pematal 2 rigasi untux
keperiian iainnys yang merma. fastksn sumber air ¢en afav janngen ingast
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dapel meningkakan
jeringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan ingasi;
Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan secara partsipatif dan berdssarkan
norma, standar dan pedeman yang berlaku;

Perubahan dan aiau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang
mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka
peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupat;

Perubahan den atau pembongkaran jaringan tersier yang mengakibatkan
perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari
P3A yang bersangkutan.

BAB VI
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 31

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi prmer dan sekunder menjadi
wewenang dan tanggung jawab Pemerinteh Daerah;

P3A sesuai dengan keinginan dan kemamguannya dibidang keiembagaan,
teknis dan pembiayaan dapat barperan sesta dalam cperasi dan pemsiiharaan
iaringan irigasi primer dan sekunder;

Operasi dan pemelikaraan jaringan irigasi tersier merjadi hak dan tanggung
jawab masyarakat petani yang bersangkistan;

P3A dapat melakukan kontroi sosial pada jaringan irigasi primer dan sekunder,
Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan janngan ingasi didasarkan atas
rencana tahunaan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara
«rtulis antara pemerintah daerah dan P3A dan pemaka jaringan irigasi lainnya
sisetiap irigasi;

Asthor € man Bagian Hukum
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Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dileksanakan secara partisineif dan
sesuai dengan norma, standar dan pecorian yang ber 2k

Operesi dan nemeliharaan jeringan irigasi mili badan usaha, badar sosial.
rersecrangan den pemaral aii ingasi untuk kepertuan dainaya menjad
tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 32

P3A bersama Pemerintah Daerah menetapkan wektu dan bagian jaringan
irigasi yang dikeringkan untuk pemeriksaan dan atau perbaikan;

Pengeringan bagian jaringan irigasi untuk kegiatan pemeliharaan dilakukan
paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan;

Waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan periu
dijadwalkan daiam rencana tzfa tanam:

Waktu pengeringan untuk mengatasi keadaan yang bersifat darurat dapat
dilakukan lebih lama dari 2 (dua) minggu.

Bagian Kedua
Pengamanan jaringan ifigasi
Pasal 33
Untuk meniaga kondisi dan fungsi } ingan irigasi. lembaga oongel irigasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal & ayat (2) bertangoungjawab meiakukan

pengamaran jaringan ingasi;
Pemanfaatan aii irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat ikut
berperan serta dalam pengamanan janingan ingasi .

Pasal 34
Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada

pasal 33 ayat (1), ditetapkan garis sempadan ingasi uniuk bangunan dan
pagar;

ey
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Garis sempadan untuk bangun n divkur dari sisi atos tepi saluran vang tidak

bertanggui ata: dari kaki tangeu! sebeizh fuer s=iuran ' bangunan irigasi atau

drainase dengan iarak :

a. Sekurang-kurangnya £ (lima) meter untuk saluran dengan kepesitas ieain

dari 4 m¥ceti ;

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1

sampai 4 m3/detik ;

c. Sekurang-kirangnya 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang
dari 1 m3/detik ;

Dikawasan pembangunan padat, jarakjarek sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b ayat (2), bisa diperkecil menjadi masing-masing 4 meter dan 2

meter;

Garis sempadan untuk pagar pengamanan diukur dar sisi atas tepi saluran

yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluranfbangunan

irgasi atau drainase dengan jarak :

a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas lebih
dari 4 m3/detik ;

b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasites 1
sampai 4 m3/detik

¢. Sekurang-kurangnya 1 (saty} meter untuk saluran dengan kapastias
kurang dari 1 m3idetik ;

Garis sempadan yang berbatasan dengan prasarana publik lainny 2 ditetapkan

f*acu*\: Adanran narati:ron vana hodakir-
2egucl J\Jlls.‘ I’l\.ll uu.llun 'Q IH AW ) lul\u,

Garis sempadan sungai yang oerfungsi sebagai drainzse jerngan ingasi
ditetapkan sesuai dengan peraturan yang beraku untuk sungai .

o

Pasal 25

Dasrah sempadan jaringan irigasi dapat dimaniaatkan setelan mendapat izin
dari vang berwenang sesuai dengan peraturan yang berdaku;

Garis sempadan jarigan irigasi di daerah perkotzan dan atau pada kawasan
perkotaan yang Sud iah terbangun, sepanjang Gdak merubah fungsi jaringan
irigasi tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kaidah teknik irigasi daiam
rangka menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi ;

Daerah sempadan jaringan irigasi hanya boleh dimanfaatkan untuk :

a. Budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan ;

Author © man Bagian Hukum
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D. Pemasangan papan rekiame, papan penyuishan dan peringatan serta
rambu-ramiu pekenaan;
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Pemancaigan atay pondasi prasarana jaian/

Maupun prasarana umum;

e. Penyelengcaraan kegiatan-kegiatan yang beisiat  sosial  dan
kemasyarakatan yaug tidak menimbulkan dampak merugikan bagi
kelestarian dan keamanan fungsi seria fisik jaringan irigasi;

f. Pembangunan prasarana lalufintas air, bangunan pengambilan dan
pembuangan air;

g. Semua akiifitas diatas tidak menimbulkan dampak memgikan bagi
kelestarian dan keamanan fungsi irigasi;

Bupati kewenangannya dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan

untuk membangun jalan inspeksi dan atau bangunan pengairan yang

diperlukan, dengan ketentuan Izhan milik perorangan yang diperiukan
diselesaikan melalui pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Masyarakat yang memanfaatkan iahan di daerah sempadan wajib mentaati

ketentuan vang berlaku serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan

keamianan baik fungsi maupun fisik jaringan ifigasf;

Masyarakat wajib turut serta aktif mengamankan fungsi iaringan ifigasi;

Kelentuarn mengenai tala cara pemanfaatan sempadan jaringan irigasi

ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

2 O

Perubanan setagian jaringan irigasi di dalam suatu dasrah irigasi yang telah
ditetapkan menjadi sebagian kawasan pembangunan ncn perianian, tetap
merupakan kewenangan bidang ingasi;

Perubahan seluruh jeringan irigasi didalam suatu daerah irigasi yang teiah
ditetapkan menjadi kawasan pembangunan non pertanian, dapat dimanfaatkan
sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan
tersebut;

Perubahan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

(9]
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BAB VI
REHABILITAS! JARINGAR {RIGAS!

Pesal 37

Rehabilitasi jeringan irigasi berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi;
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung;awab dalam
rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;

Rehabilitasi jaringan irigasi tzisier menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat
petani yang bersangkutan;

Rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oich badan usaha, badan sosial,
perseorangan, dan pemekai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi
tanggung jawab pihak yang bersangkutan;

Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab
bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang
bersangkutan;

Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang
mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka
rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupat;

Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakar secara pariisipatf dan berdasarxan
norma, standar dan pedoman yang beriaku.

BAB Vili
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 38

Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kondisi ¢an fungsi

- sefuruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi;

Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi, dan aset irigasi
lainnya yan, terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga
pengelolaan rigasi dan su.nber daya manusia:

N
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(1)

(2)
)
(4)

3" (2) meliputi
a r2layanar;,
dan tanuging

lnventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ay
fisik, kondisi, dan fungsi j2iingan ingasi, kefe <adiaan air ¢3n €
Pemerintah Daeran dan pemenntah desa remiliki wewsnang
iawap melaksanakan inventarisasi eset iricas: yang merjadi kewenangannya,
Berdasarkan hasil inventarisasi sebagainana dimaksud pada ayat {2),
Pemerintah Dasrah menetapkan dattar invertarisasi sesuai kewenangannya;
Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan
kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setiap 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan;
Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difakukan
sefiap tahun pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan;

Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai
bagian dari sistem informasi irigasi;

Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sub-
sistem informasi sumber daya air.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengeiolaan Aset lrigasi

Pasai 39

Perencanaan pengeloiaan aset irigasi merupakan kegiatan analisis data hasil

mventafisasi dan perumusan rencana fincaX lenjut untuk mengoptmalkan
emanfaatan asetirigasi dalam senap daerah irigas;;

Herr‘c“man Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengeloiaan aset ingasi

sesual dengan wewenang dan tanggu.g jawabnya;

Penyusurian rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan dengan melibatkan

semua pengguna air secara demokeatis, fransparan dan akuntabel,

Rencana pengeloiaan aset irigasi disusun dan ditetapkan setiap © {ima] ahun.
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czgian Keliga
relaksanzan Pengetsiaan Asciirigasi

Pasal 40

—
—
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Pemerdntah Daerah melaksanakan pengelolaan  aset irgesi  secara
berkelaijutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irgasi yang tetah
ditetapkan;

(2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan P3A melaksanakan
pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pengelolaan Aset lrigasi

Pasal 41

(1)  Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sefiap tahur;

(2} tvaluasi peleksanaan pengelofaan aset irigasi sebagaimana dimaksua pada

avat (1) untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dar pelaksanaan

pengeioiaan aset ingasi sebagai masukan bagi pengeldiaan aset ingasi tahun

benkutnya.

Bagian Kelima
Penghapusan Aset liigas!

Pasal £2

1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
penghapusan aset irigast berdasarkan rencana pengelciaan aset irigasi;

(2)  Penghapusan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

o
d
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Bagian Keenam
Pedoman Pengelsizan Aset ingasi

Pazeld3

(11 Pedoman pengelolaan aset irigasi melicut inventarisasi, perencanaan
pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pengeiolaan seiia
penghapusan aset irigasi;

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BABIX
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pembangunan dan Peningkatan

Pasal 44

(1} Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jeringan ingasi primer dan
sekunder menjadi tanggung jawab pemerinizh daerah sesuai dengan
kewenangannya,

(2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi
tanggungjawab P3A sedangkan bangunan sadeo. saluran sepanjang 50 M dari
bangunan sadap, dan boks tersier sera bangunan pelengkap tersier lainnya
menjadi tanggungiawab Pemerintah Daerah;

(5) Dalam ha! perkumpulan petani memakai & tidak mampu, petani pemakai air
dapat mengajukan permintazn banwan dan dukungan fasilitas kepada
Pemerintah Daerah;

(4) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimanra dimaksud
pada ayat (3) pemerintah daerah memberikan bantuan dan dukungan fesilitas
dengan memperhatikan prinsip kemandirian;

(5) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun
oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi lainnya
menjadi tanggungiawab pihak yang bersangkutan;

8]
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Dalam hal ferdagat kepentingan mendesak unfuk pembangunan  dan
peningkatan ianngan ingesi, nemerintah dasrah dapat bivey

peniLiavaan Gi luar yang menjadi kewenangannya.

. <erjesama dalam

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelciaan

Pasal 45

Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan
sekunder menjadi tanggungjawab pemerintah dasrah sesuai  dengan
kewenangannya;
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan secara khusus
dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang disebut
dana pengelolaan irigasi;
Dana pengelolaan irigasi sebagaimana pada ayat (2) berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja pemerintah dacrah serta bantuan dari sumber lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku;
Penggunaan dana pengelclaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem kontrak
dengan pihak iain, atau swakeioia yang melibatkan perxumpulan petani
pemakal air setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
perlaky;
Pembiavean operasi pemeliharaan, dan rehabiliftasi jaringan irigasi tersier
menjad: tanggung jawab P3A di wilayah keria yang bersangkutan;
Dalam ha! P3A tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan
bantuan dan dukungan fasilitas kepada perneriniah daerah;

tas dasar permintaan bantuan dan dukungarn fasiiitas sebagaimana cimaksud
pada ayat (6), pemerintah daerzh sesuai kewenanganny2 mi=mberikan bantuan
dan dukungan fasiiitas dengan mempernatikan prinsip kemandirian;
Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabiiitasi jaringan irigasi lainnya
meniadi tanggung jawab pihak vang bersangkutan;
Pengguna jaringan irngasi lainnya wajib ikut sera daiam pembiayaan
pengelolaan irgasi.



Pembiayaan opeiasi. pemeiihaizan. dan rehabiffasi | sebagaimana
aimaksud pada pasal 45 ayat (1) inges: didasarkan alas an: ihan oyata
pengelclaan ingasi di setiap daerah ingasi yang cz{“nunc b reamz oleh Pemerintan

Daerah dan P3A berdasarkan per.vius' ran
kontribusi P3A.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembizyaan Pengelolaan Irigasi

“osal 47

(1)  Pembiayaan pengelolan jaringan ifigasi sebagaimana dimaksud paua pasal 46
dikoordinasikan dan dipadukan melalui Komisi Irigasi;

(2)  Koordinasi dan keterpaduan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang direkomandasikan oleh
Komisi Irigasi secara proporsional dan transparan;

(3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan
pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sehagaimana dimaksud pada ayat (2)
Komisi Irigasi dapat melibatkan Pemerintah Daersh, dan Pihak- pihak Lain
vang terkait dalam pe!aksanaan pembiayazan pengelolaan ingasi,

Bagian Keempat
juran Pengelotaan irigast

Pasal 48

(1) P3A mempunyai hak dan tanggungjawah mengumpulkan, mengelola dan
memanfaatkan iuran penc'e!oxaan lngasn Dafa anggotanya berdasarkan

(2) Pemberiaxuaﬁ Kefentuan mengu.al luran penoexmaan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak untuk seluruh daerah irigasi;

liiran nannainla n iarinaan mn l cc:han:imana rlmm(cur( nar‘a mla’r 1‘1\
uran P llg\,l\JIu Jul'llgul. m E (e s v 30!1“ Hd AV IR R FIANS AP AV} P

dimanfaatkan untuk pembiayaan pengeloaan jaringan irigasi tersier, Janngan
irigasi yang menjadi tanggung jawab P3A.

m—
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BARX
KEBERtANJUTAN SISTEH IRIGASI

~“asal 48

(1) Penerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawabd
mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan
kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A dan mendukung
peningkatan pendapatan petani;

(2) Masyarakat petani sesuai dengan hak dan kewajibannya bersama-sama
Pemerintah Daerah bertanggungjawab mempertahankan keberlanjutan fungsi
sistem irigasi sebayaimana dimaksud pada ayat (1):

(3)  Untuk menjamin keberanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pemerintah Daerah melekukan pengawran dan bersama
masyarakat melekukan penegakan hukum peraturan perundang-indangan
yang berakitan dengan irigasi.

Pasal 50

(1) Dalam rangka mempertahankan keberdanjutan fungsi  sistem  irigas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Dasiah ini Dines
Kimpraswil membanw mengendalikan terjadinyz alih fungsi lahan beririgasi
untuk keperluan norpertanian;

(23 Pemerintzh Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungiawab dalam
melakukan penataan ulang sistem irigasi tagi bagien jaringan ingasi yarng
beralih fungs;

(3} Dalam hal lahan beririgasi sesuai dengan rencana semula, pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya melakukan penataan ulang sisiem irigasi yang
ada.

Author € man Bagian Hukum



Author € man Bagian Hukum

BAS X!
KOORDINASI PENYELENGGAR 2 ¢ (RIGASI

Pasat 51

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperiukan
kocrdinasi antara daerah irigasi dan antara sekior terkatt;

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komisi
Irigasi;

Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupali dalam merumuskan
kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi,
mengtapkan pola dan rencana tata tanam, rencana penyediaan, rencana
pembagian dan rencana pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk
keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan
irigasi yang menjadi wewenang dan ianggungjawabnya;

Untuk kepentingan koordinasi pengelolaan irigasi multiguna dalaim suatu
dacrah dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi yang anggotanya terdiri
dari wakil-wakil pengguna jaringan irigasi.

Pedoman mengenal pembentukan kcmisi ifigasi diatur lebih lanjuf dengan
Peraturan Bupati .

Pasal 52

Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) beranggotakan
wakil pemerintah dan wakil non-pemenntah yang meliputi wakil dari P3A dan
atau wakil kelompok pengguna air lainnya dengan prinsip keanggoetaan
proporsional dan keterwakilan;

Susunan organisasi, tata keria dan keanggotzan Komisi Irigasi ditetepkan
derigan Keputusan Bupati;

Daiam melaksanakan tugasnya, Komisi Iigasi dapat mengundang pihak terkait
yang berkepentingan guna menghadini sidang-siCeng komdsi ersebut untux
memperoleh informasi yang diperlukan:

Hubungan kerja antara komisi irigasi dengan wadah koordinasi pengelolaan
sumber daya air pada tingkat nasional. provinsi. kabupaten dan wilayah sungai
bersifat konsultatif dan koordinatif.

G
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BAB Xii :
PENGENDALIAN DAM PENGAYWASAN

Pasai 23

f,.‘

Untuk menjamin tercapainya tujuan pengemibangan dan pengeioiaan sistem
irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pen g wasan terhadap
seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
pada setiap daerah irigasi;

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melibatkan peran masyarakat;

Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan pada pinak
yang berwenang;

Bupat menetapkan pedoman pelaporan dar pengaduan masyarakat dalam
pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irfigasi.

Pasal 54
Untuk mewujudkan terselenggaranva pengendaiian dan  pengevwasa
sebageimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1), remennrah Daeran
menyediakan informasi tentang proses dan hesil pelaksanaan pengembangan
dan pengelolaan sistem ingasi;
P3A, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air ingast untuk

Yanarliian lainnua manuadislan infnrmoci mnnolnla:ﬁ irnsel wann maoniad
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tanggungjawabnya.

BAB Xilil
LARANGAN

Pasal 55

Dilarang mendirkan bangunan atau melakukan tindakan lain yang dapat
mengganggu fungsi drainase;

(U8
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Untuk menghindari kehilangzn 2ir pemerintzn daerah berw2nang menetapkan
larangan membuat galian pata jarak tertentu - Lar garis sempadan;

Dilarang mentinia A ' :
lain yang beradz didatan, c z7as, maupun yang melintasi saiuran irigasi kecuali
dengan izin Pemeriniah Dzerzh:

Dilarang menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah
ditentukan;

Tanpa izin Bupati, dilarang mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi
yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis;

Tanpa izin Bupati atau yang berwenang, dilarang mengambil bahan-bahan

galian berupa pasir, kerikil. batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan

ingasi dengan alat mekanis dan manual dalam jumlah yang besar;

Untuk menghindari terjadinya kerusakan irigasi, maka :

a. Dilarang mengembalakan, menambatkan atau menahan temak pada
jaringan irigasi atau pada iahan dengan jarak yang diperkirakan ternak
dapat masuk ke dalamr.ya;

b. Apabila dipandang periu P3A berhak menyingkirkan ternak keluar dari
sekitar jaringan irigasi.

Dilarang membuang benda padat dan bendz cair atau tanpa alat mekanis yang

da patmengham at aliran. mengubah sifat air serta merusak jeringan irigas’;

Daiam rangka menjaga keiestaiian jaringan irigasi, dilarang :

a. Membuat ¢alian atau membuat selokan sepanjang jaringan irigasi pada
jarek fertentu yang dapat mengakibaikan terjadinya keboccran dan dapat
mengganggu stabilitas janngan ingasi;

b. Merusak, mencabut rumput ztau tanaman yang ditanam pada fanggu!
saluran dart bangunan ingasi;

¢. Menanam tanaman pada tanggu! dan atau tanah turutan bangunan yang
tidak sesuai dengan kardah teknis irigasi:

d. Menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun
tanpa izin.

(10} Pada daerah sempadan dilzrang :

a. Membuang sampah domestik ;
b. Membuang limbah industri, limbah padat dan limbah cair;
¢. Mendirikan bangunan semi permanen dan permanen.

(U5]
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3. Apabia berdasarkan hasit evaiuasi o
peny=anzn semeniara acet dan peng
penyerehan sesual dengan peraturan paruncan

0. Apebila perdasarkan hasii evaluasi pen-.:.‘“
H

layek, pengciciaan mgasn akan menjadi t

cesyai kewenanga

¢. Evaluasi kinerja penge!oiaan jaringan igasi mulai dilakukan selambat-
lambatnya 1 {satu) tahun, dan diselesaikan paiing lama 3 (tiga) tahun sejak
Peraturan Daerah ini ditetapkan;

d. Dalam hal evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan jaringan irigasi
tetap dilakukan oleh P3A yang bersangkutan;

e. Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada hurdf ¢ difaku
Pemerintah Daerah bersama P3A.

(4)  Penyerahan pengelolaan irigasi selain yang dimaksud pada huruf ¢ dilakukan
oleh pemerintah daerah kepada P3A disesuaikan secara bertahap bercasarkan
Peraturan Daerah ini dan diselesaikan paling fama 3 (tigs) iahun sejak
Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(C)
U)

kan oleh

Pasal 58

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut ¢engan Peraturan Bupaf .

Pasal 59

Peraiuran Daerah ini inulai berlaku pada tanggal diundangkan.

9]
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